Satpam PT SKU Renggut Satu
Nyawa

Tebo, Jambi — Diduga dua pekerja security PT Satya Kisma Usaha
(SKU) dibawah Group Sinarmas yang beberapa waktu lalu sempat
heboh di sosial media melakukan pengeroyokan terhadap warga
Suku Anak Dalam (SAD) di Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, akhirnya
ditetapkan tersangka Polda Jambi pada Jumat (02/05/2025).

Dalam konferensi pers, dilansir media ©partner
kabarjambikito.id. Polda Jambi menetapkan dua tersangka pelaku
pengeroyokan dua warga SAD yang mengakibatkan satu orang
korban meninggal dunia.

Konferensi pers 1itu, mengungkap kasus tindak pidana
pengeroyokan yang terjadi di Desa Betung Bedarah Barat,
Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil investigasi, kejadian tersebut terjadi pada
Selasa, (29/04/2025), sekitar pukul 12.30 WIB.

Dikata Kapolda Jambi melalui Direktur Reserse Kriminal Umum,
Kombes Pol Manang Soebekti bahwa permasalahan ini bermula dari
pelaksanaan patroli kepada Suku Anak Dalam (SAD) yang diduga
melakukan pencurian.

Ketika pihak perusahaan melakukan penyisiran, ditemukan 2
(dua) orang warga SAD yang ketika ingin diamankan justru
melakukan perlawanan, yang tentunya memicu emosi dari para
pelaku sehingga warga SAD tersebut dilakukan pemukulan hingga
tak sadarkan diri.

“Bisa dibilang pelaku ini melakukan itu secara spontan, ya.
Karena memang mereka ini menduga bahwa SAD ini melakukan
tindakan pencurian,”ujar pria yang kerap dipanggil pak bray
itu
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Masih dikatanya, ketika kami melakukan olah TKP, SAD ini
ternyata tidak ada melakukan perlawanan karena mereka ini
benar-benar dalam posisi dikeroyok.

Sementara itu dalam keterangan Kapolres Tebo, AKBP Triyanto
menjelaskan bahwa kedua pelaku kini telah diamankan di Rutan
Polres Tebo untuk pemeriksaan lebih lanjut dan penyelidikan
lebih mendalam terkait dugaan pelanggaran Pasal 170 KUHP
tentang tindak pidana pengeroyokan.

“Menanggapi kasus 1ini, kami langsung mengirim beberapa
personil ke daerah tersebut untuk melakukan pengamanan agar
hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan Alhamdulilah, sampail
sekarang masih berjalan lancar dan aman,” ujarnya

Dua tersangka itu adalah NK (60) dan HD (43). Sedangkan dua
korban yaitu BP (25) dan PJ (27). Korban atas nama PJ inilah
yang meninggal dunia usai dikeroyok tersangka.

Dijelaskan Kombes Pol Manang Soebekti lagi bahwa awal mula
pengeroyokan itu terjadi ketika sekuriti perusahaan melakukan
patroli di perkebunan sawit setelah mendapatkan informasi
adanya dugaan pencurian sawit.

Insiden ini sempat memicu kemarahan dari kelompok warga Suku
Anak Dalam (SAD) yang melakukan aksi balasan ke wilayah
perusahaan.

Namun, situasi berhasil dikendalikan oleh tim gabungan TNI-
Polri yang turun ke lokasi.

“Saat 1ni situasi sudah kondusif. Komunikasi dengan tokoh-
tokoh SAD terus kita jalin agar tidak terjadi konflik
lanjutan,” tutupnya.

Polisi terus mendalami kasus ini dan menyiapkan proses hukum
terhadap para pelaku lainnya yang masih buron.

Untuk diketahui menurut keterangan masyarakat sekitar bahwa,
warga SAD di keroyok dua security pekerja PT SKU yang diduga



mencuri berondolan sawit dan kejadian di PT Persada Harapan
Kahuripan (PHK) atau Makin Group, Desa Betung Bedarah Timur,
Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi. Satu. (Red)

Peti di Tebo Aman Terkendali,
Lahan Koperasi Petani Sawit
Jadi Imbas

Tebo, Jambi — Kegiatan Peti (Penambang Emas Ilegal) di
kecamatan tebo ilir tepatnya di desa sungai bengkal barat kian
menjamur dan terkesan tidak tersentuh oleh hukum, Senin
(28/10/2024) .

Salah satu masyarakat yang berada di lapangan tidak ingin
disebutkan namanya mengatakan, penambangan emas ilegal sudah
sangat meresahkan.

“Kami selaku masyarakat dan berharap aparat penegak hukum
bertindak cepat mengatasi ilegal peti di desa kami,” ucapnya.

Ketua Koperasi Sayri mengatakan, lahan yang di tambang
tersebut adalah lahan masyarakat yang di kelola koperasi dan
lahan tersebut sudah di serobot oleh oknum oknum penambang
emas ilegal yang tidak bertanggung jawab.

“Akibat dari penambangan peti tersebut pihak koperasi
mengalami kerugian ratusan juta, karena lahan tersebut berisi
tanaman sawit milik masyarakat yang di kelola oleh koperasi,”
tuturnya.

“Bahkan sekarang ini semakin menjadi jadi penambang emas liar
tersebut menyerobot lahan masyarakat tersebut,” tukasnya.
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“Dulu sudah kita mediasikan dengan camat, Kapolsek tentang
pelaku peti ini, bahkan sudah di pasang spanduk pemberitahuan,
tapi sayang nya spanduk/pemberitahuan larangan penambang emas
liar itupun tidak di indahkan oleh penambang emas ilegal
tersebut,” tambahnya.

“Kami juga berlanjut membuat pengaduan ke polres tebo atas
nama koperasi, belom lama ini, akan tetapi sampai sekarang ini
belom ada tindak lanjut dari pihak polres tebo terkait
pengaduan kami dari pihak koperasi dan PT makin,” jelasnya
lagi.

Kami sangat berharap pihak penegak hukum polres tebo, untuk
secepat nya mengambil sikap terhadap penambang ilegal peti di
desa sungai bengkal barat, karena kami pihak koperasi dan
masyarakat sudah banyak di rugikan karena lahan koperasi mitra
masyarakatnya sudah dua hektar di serobot oleh penambang emas
ilegal itu.

“Demi menjaga keamanan dan mencegah supaya tidak terjadi
bentrokan antara masyarakat dengan penambang emas ilegal
tersebut.”

“Kami berharap pihak polres tebo turun kelapangan dan menindak
tegas pelaku penambang emas ilegal tersebut. kata ketua
koperasi dan masyarakat yang sewaktu itu kita temui langsung
di kediamannya,” harapnya. (Tim)

Kenakan Baju Wartawan,
Kapolres Tebo Wawancara Pj
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Bupati dan Ketua Pengadilan
Negeri

Tebo, Jambi — Kapolres Tebo, AKBP I Wayan Arta Ariawan menarik
perhatian saat menghadiri acara Pameran Foto Jurnalistik
Presisi 78, di Rumah Seni Budaya Presisi Kecamatan Tebo
Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, Minggu (30/06/2024).

Pasalnya, orang nomor satu di Polres Tebo ini mendadak menjadi
wartawan, dan melakukan wawancara kepada Pj Bupati Tebo,
Varial Adhi Putra.

Dengan mengenakan baju Ikatan Wartawan Online (IWO) Tebo, I
Wayan langsung melayangkan beberapa pertanyaan kepada Pj
Bupati Tebo.

“Apa pesan bapak pada Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024,”
tanya Kapolres Tebo kepada Pj Bupati Tebo sambil mengarahkan
kamera Androidnya.

“Pertama saya ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-78. Semoga
Polri selalu di hati masyarakat,” jawab Pj Bupati Tebo.

Setelah melayangkan sejumlah pertanyaan kepada Pj Bupati
Varial, Kapolres Tebo juga mewawancarai kepada Ketua
Pengadilan Negeri (PN) Diah Astuti Miftafiatun, yang saat itu
berada di samping Pj Bupati Tebo.

“Informasinya ibu sangat berkesan selama bertugas di Tebo ya.
Ini di hari Bhayangkara, apa pesan yang disampaikan,” tanya
Kapolres Tebo.

Pertanyaan ini awalnya dijawab dengan senyuman sambil tertawa,
kemudian Ketua PN Tebo itu menjawab,” Tebo sangat mengesankan
bagi saya, apalagi Forkopimdanya sangat kompak. Di momen ini,
saya ucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-78 untuk Polri,
khususnya Polres Tebo,” katanya.
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“Semoga Polres Tebo makin jaya, kuat, dan profesional dalam
melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Tebo,” katanya
lagi.

Untuk diketahui, kegiatan Pameran Foto Jurnalistik Presisi 78
ini diselenggarakan oleh wartawan liputan wilayah Tebo yang
tergabung dalam Ikatan Wartawan Online (IWO) Tebo. Pameran ini
secara khusus diadakan untuk ikut merayakan hari Bhayangkara
ke-78.

Ketua PD IWO Tebo, Syahrial berkata, pameran foto ini
dilaksanakan selama satu Minggu kedepan, yakni dari tanggal 1
hingga 7 Juli 2024.

Untuk foto yang dipamerkan adalah hasil jepretan wartawan dan
Humas Polres Tebo. Seluruhnya foto yang dipamerkan
menggambarkan berbagai kegiatan polisi di Tebo.

“Pameran ini sengaja digelar sebagai bentuk penghargaan kita
terhadap Polri yang selama ini menjadi mitra kita, khususnya
penghargaan kita kepada kepada Kapolres Tebo,” kata Syahrial.

“Ada sekitar 60 foto yang pamerkan. Semuanya adalah foto
kawan-kawan IWO Tebo dan foto Humas Polres Tebo,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pameran Foto Jurnalistik Presisi 78 ini
dibuka langsung oleh Kapolres Tebo AKBP I Wayan Artha Ariawan,
dan dihadiri Pj Bupati Tebo, Varial Adhi Putra, Ketua PN Tebo
Diah Astuti Miftafiatun, perwakilan dari Kajari Tebo dan
Dandim 0416/Bute serta para OPD.

Selain 1itu, juga dihadiri langsung oleh Dewan Etik, Dewan
Kehormatan serta pengurus dan anggota PD IWO Tebo. (Red)



IWO Tebo Dinahkodai Syahrial

Tebo, Jambi — Musda IWO berlangsung lancar dan sukses digelar,
di sekretariat IWO jalan 21 Pal 12 Kab Tebo, Jumat
(26/4/2024). Pada musda IWO yang dihadiri puluhan anggota IWO
dari beragam media Online, menunjuk secara aklamasi Syahrial
sebagai ketua IWO Kabupaten Tebo.

HR Faisal Ketua Pelaksana kegiatan merespon positif digelarnya
Musda IWO di Kabupaten Tebo. Pasalnya IWO Kabupaten Tebo
merupakan organisasi wartawan onlen yang ke 8 di Provinsi
Jambi yang baru terbentuk.

“Alhamdulilah sesuai kesepakatan seluruh teman-teman
seprofesi, kita tunjuk langaung saudara Syahrial sebagai
ketua IWO Tebo. Tok..tok..tok..,” kata HR Romi sambik ketuk
palu.

Selanjutnya Ketua Perwakilan IWO Provibsi Jambi Erwin
menyambut baik, digelarnya Musda IWO Tebo lancar dan suksea.
Dirinya berpesan agar IWO yang sudah dibentuk terus solid dan
profesional. Pasalnya IWO ini menjunjung tinggi marwah
profesionali wartawan dalam menjalankan tupoksi.

“Silahkan pasca musda ini segera kita tinfaklanjiti untuk
peppnerbitan SK dari pusat. Nanti kita lanjutkan lagi dengan
pelantikan,” kata Erwin.

Bersamaan Syahrial ketua IWO Tebo terpilih, yerharu fan
menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang
sudah menberikan mandat kepadanya.

“Semoga daengan Musda dan penunjukan saya sebagai ketua,
organisasi IWO di Tebo selalu kompak dan terdepan dalam
menjalankan fungsi sosial kita,” tegas Syahrial. (Red)
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Polres Tebo Gelar Operasional
Bulanan Analisa dan Evaluasi
Kegiatan

Tebo, Jambi — Kapolres Tebo AKBP I Wayan Artha Ariawan, S.H.,
S.I.K., M.H., menggelar acara operasional bulanan Polres Tebo
dan jajaran Polsek, Rabu (17/04/2024).

Acara tersebut hadiri oleh Wakapolres, Para Kabag, Kasat,
Kasi, Kapolsek Jajaran dan Kanit Polsek.

Kapolres Tebo memberikan sambutan diantaranya masalah ungkap
kasus yang terjadi di tengah Ilir terkait masalah curanmor dan
ungkap kasus yang masalah hilangnya driver maxim yang TKP nya
di Jambi dan pelakunya bertempat tinggal di Kecamatan Muara
Tabir.

Selanjutnya, terkait masalah cegah peti yang ada diwilayah
kawasan Polres Tebo Provinsi Jambi, kemudian penyelesaian
tanah milik Polri yang ada di Kecamatan VII Koto.

Ditempat yang sama dilanjutkan dengan paparan masing masing
Kabag, Kasat, Kasi dan jajaran polsek.

Kasat Intelkam AKP Ida Bagus Made Oka Wijaya menyampaikan,
tentang situasi Kamtibmas pada wilayah hukum Polres Tebo serta
masalah Pilkada Bupati.

Waka Polres Tebo Kompol Dhadhag A, mengucapkan terima kasih
atas hal-hal yang telah dipaparkan para Kabag, Kasat dan
Kapolsek.

“Demikian acara gelar operasional ini dilaksanakan dalam
keadaan aman dan tertib,” tutupnya. (Red)
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Ketua Pekat IB Jambi Minta
Gubernur Cepat Selesaikan
Konflik Masyarakat Tebo

Tebo, Jambi - Adean Tegquh, ST, SH, geram terhadap disbun
karena di anggap gagal dan tidak mampu menyelesaikan
persoalan-persoalan konflik SMB dan masyarakat simpang
semangko RT 17. kelurahan sungai bengkal kecamatan tebo Ilir,
Minggu (04/06/2023).

“sampai hari ini masyarakat yang di rugikan oleh sawit madu
Bengkal SMB belum mendapat titik terang dari tindak lanjut
mediasi di aula disbun kabupaten Tebo pada 31 mei 2023 lalu.

Saya sangat menyayangkan statemen kepala dinas perkebunan
kabupaten Tebo saat di wawancara rekan-rekan media. Dalam
bahasa yang disampaikannya nampak memihak kepada pihak sawit
madu Bengkal.

Dengan adanya statemen seperti itu menjadi tanda tanya saya,
saya tegaskan profesional dalam mengemban amanah dan jangan
sampali memihak.

Asean Teguh merasa aneh, kenapa beberapa perwakilan dari
masyarakat tidak mau menandatangani surat berita acara
tersebut.
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Adean Teguh juga mengatakan, persoalan ini menjadi atensi
khusus kami, karena pekat IB selalu siap kawal masalah ini
sampal tuntas dan terang benderang, karena sudah jelas sawit
madu Bengkal (SMB) ini punya lahan cukup Lluas dan tidak
mengantongi izin, dan mutlak ilegal.

“Saya minta pihak dinas perkebunan untuk serius dan
profesional jangan pernah memihak, kalau perlu sama sama kita
laporkan jika ternyata izin mereka tidak ada dan pemerintah
kabupaten Tebo harus tegas untuk menghentikan segala bentuk
aktivitas disana,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya bahwa persoalan KT SMB dan masyarakat
yang berkonflik telah dimediasi oleh pemerintah kabupaten Tebo
yang dipimpin langsung oleh Pj Bupati Tebo H.Aspan ST di rumah
dinas Bupati Tebo pada 25/02 waktu lalu.

Namun sampai saat ini belum ada titik terang, saya anggap
pihak dinas disbun kabupaten Tebo gagal dan saya menduga tidak
profesional.

“Saya minta kepada gubernur Jambi agar mengambil alih
penyelesaian konflik Masyarakat dan sawit madu Bengkal (SMB).
Jangan sampai ada korban jiwa baru bertindak,” tegas Adean
Teqguh.

Sampai-sampai masyarakat kecewa kepada kepala dinas
perkebunan, karena pertemuan waktu itu hanya membahas usulan



dari sawit madu Bengkal SMB terkait permohonan (STD-B) yang di
ajukan 19 pemohon dengan luas 281 hektar.

“Waktu itu Masyarakat berharap agar pertemuan dapat membahas
luasan lahan SMB secara menyeluruh, tidak hanya sebatas
permohonan Surat tanda daftar budidaya STD-B saja,” ucapnya.

“Sudah jelas waktu kroscek lapangan 23 Mei 2023 lalu,
masyarakat juga sudah menyampaikan kepada perwakilan disbun
dan juga di tuangkan dalam berita acara kroscek lapangan agar
pada proses verifikasi dapat melibatkan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) terkait usulan permohonan STD-B.”

Namun sangat ia sayangkan pertemuan beberapa waktu lalu itu,
pihak BPN kabupaten Tebo tidak diundang secara resmi untuk
menghadiri pertemuan, dibuktikan dengan daftar Tlampiran
undangan yang tidak ada nama BPN.

“Saya menganggap pihak Disbun tidak serius dalam menyikapi
permohonan masyarakat dan tidak profesional,” tambahnya.

Menurut Adean, Permohonan surat tanda daftar budidaya (STD-B)
ini terkesan hanya untuk menutupi kepemilikan lahan pengusaha
perkebunan sawit yang tidak memiliki izin alias ilegal.

“Menurut pengamat dan penilaian saya, patut diduga pihak
disbun berat sebelah dan terkesan membela sawit madu Bengkal
(SMB) dan tidak profesional dalam menjalankan tugas satu kata
dari saya copot kadis disbun,” tutup Adean Teguh, ST. Dengan



nada kesal. (Tim)

Ada yang Jualan Lontong Basi
Ditahun Politik

Opini, Suaralugas.com, oleh Mohd Zamani Penasehat IWO
Kabupaten Batang Hari.

KENAPA 2023 disebut dengan tahun politik? Jawabannya adalah
karena aktivitas di dalamnya banyak diwarnai aktivitas politik
berupa pencalonan para politikus wuntuk merebut dan
mempertahankan kekuasaan.

Jawaban tersebut cukup beralasan, sebab agenda politik yang
akan terjadi adalah Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan
Presiden (Pilpres)serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Serentak di 2024. Di dalamnya ada politikus yang sangat
berambisi menjadi penguasa baru, mulai dari bupati, wali kota,
gubernur, anggota dewan, hingga presiden.

Demi tercapainya hasrat dan ambisi tersebut, maka bermacam
cara dilakukan, tak peduli itu jualan program bermodus
sejahterakan rakyat.

Padahal program itu hanya ‘Lontong Basi’ ini realitas yang
akan terjadi disemua tingkatan, baik tingkat pusat maupun
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daerah.

Sama seperti perhelatan kontestasi pemilihan baik pada Pemilu
maupun Pilkada sebelumnya sejuta janji ditebar, seribu jurus
jitu dikerahkan, dan uang miliaran rupiah pun disiapkan, demi
satu tujuan, menang menjadi pejabat baru atau berhasil
mempertahankan jabatan.

Kini, janji itu sudah banyak yang ditebar di media sosial
sebagai penyempurna safari politik dan blusukan dadakan demi
meraih citra positif di mata masyarakat. Padahal, mayoritas
masyarakat sesungguhnya sudah tahu, kalau janji politik
kebanyakan ‘palsu’.

Biasanya, para kontestan berjualan kampanye dengan menjual
perubahan yang erat kaitannya dengan hajat hidup orang banyak.

Namun, janji itu akan sirna seiring calon pejabat terpilih
menjadi penguasa baru, seperti kepala daerah atau anggota
dewan. Pengalaman membuktikan, perubahan yang dijanjikan hanya
tinggal janji.

Sangat jarang ada para penguasa yang sungguh-sungguh berupaya
memenuhi janji kampanye.

Kalaupun ada, jumlahnya bisa dihitung dengan jari, bahkan
banyak kepala daerah yang menyerah dan gagal total
membahagiakan warganya, mungkin karena program yang dijual itu
hanya program ‘Lontong Basi’.



Kebanyakan, para pejabat hanya sibuk balas jasa dan
mengembalikan modal selama kontestasi berlangsung serta
berupaya memperkaya diri sendiri.

Sebenarnya, mudah melihat kinerja pejabat dengan rumus 2-1-2
yaitu dua tahun pertama untuk balas jasa pada pemodal dan
partai pendukung; satu tahun untuk pencitraan; dua tahun
terakhir untuk mengumpulkan biaya pencalonan berikutnya.

Kesimpulan dalam catatan Penulis, kekuasaan bisa jatuh bila
penguasa dan pejabatnya tamak dalam menikmati apa yang
dikuasainya.

Menurut Ibnu Khaldun (1332-1406), runtuhnya sebuah kekuasaan
biasanya diawali kezaliman penguasa yang tidak lagil
mempedulikan hak dan kesejahtraan rakyatnya, sehingga timbul
rasa ketidakpuasan, kebencian, dan ketidakpedulian terhadap
aturan yang ada.

Penulis berharap, tahun politik 2023 tidak hanya dihiasi
dengan deklarasi penebar janji politik dan pemecah belah
masyarakat.

Selain 1itu, kepala daerah yang menjabat dan berhasil
mempertahankan jabatannya pada 2024 mendatang tidak tersandung
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Sebab, jika menyimak catatan pasca reformasi, lebih dari 361
kepala daerah (343 bupati/wali kota dan 18 gubernur) terjerat



gelombang korupsi.

Hal ini akan membuat rusaknya citra daerah yang dipimpin dan
akan menjadi catatan kelam sebuah daerah.

Polemik Batubara, Jamhuri:
Teka-Teki Hitam Kelam Tanpa
Jawaban

Opini, Oleh Jamhuri — Direktur Eksekutif LSM Sembilan

Sebagaimana yang disampaikan pada tulisan — tulisan terdahulu
yang berkaitan dengan polemik angkutan batubara, pada
kesempatan kali ini penulis mencoba mengajak pembaca melihat
lebih dalam tentang persoalan — persoalan di seputar bisnis
besar para pembesar tersebut, dimana para pembesar tersebut
bisa saja berasal dari berbagai kalangan atau dengan aneka
latar belakang, baik dari latar belakang benar-benar pelaku
pertambangan Mineral Batubara.

Para pemilik perasaan sebagai sosok konglomerat, oknum
pemegang kekuasaan, baik dari kalangan oknum eksekutif, oknum
legislative, bahkan oknum yudikatif ataupun barisan oknum-
oknum yang merasa mempunyai hak dan kewenangan yang berlebih
sampal dengan barisan para penghayal yang merasakan seakan-
akan mempunyai kekuatan berlebih, baik itu kekuatan kekuasaan
jabatan, kekuasaan keuangan (financial) dari dunia hiburan
(Entertainment), seperti kalangan Artis papan atas dengan
keyakinan bahwa segala sesuatunya bisa didapatkan dengan
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kekuatan kekuasaan (Power 1is me) dan kekuasaan Uang.

Sekumpulan orang ataupun manusia yang karakternya terbentuk
dari konsep oligarkhi, dimana sama-sama kita ketahui bahwa
oligarkhi itu sendiri berasal dari kata Yunani “oligarki”,
yang berarti “sedikit yang memerintah” vyaitu struktur
kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit, keluarga,
atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara
atau organisasi. Jadi, secara harfiah oligarkhi adalah
struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil
orang, yang dapat dengan leluasa terkait dengan indicator-
indicator kekayaan, ikatan keluarga (familiar) atau kelompok
raja-raja kecil, harkat martabat atau strata social sebagai
bangsawan terhormat, kepentingan perusahaan, agama, politik,
atau kekuatan militer.

Luar biasanya kekuataan kekuasaan oligarkhi tidak terhalangi
dengan keberadaan konstitusi dengan segala macam amanat dan
bentuk konstitusionalnya ataupun piagam formatif bahkan tidak
terhalang dengan semua bentuk pemerintahan, seperti demokrasi,
teokrasi, dan monarki tetap dapat dikendalikan dengan mudah
berada dibawah kendali yang dipegang oleh penganut paham
tersebut, walau tidak sama persis tapi kiranya tidaklah
berlebihan kiranya penganut paham oligarkhi beda-beda tipis
dengan pandangan atau keyakinan Fir’aun.

Perbedaannya hanya terletak tentang Deklarasi kekuasaan dimana
tidak adanya pernyataan kaum tersebut yang mengklaim diri
sebagai sebagai Tuhan sebagaimana ungkapan yang telah
dicetuskan oleh Fir’aun pada masa kekuasaannya yang merupakan
suatu ungkapan pengkultusan diri yang merusak (Destruktive
Cult).



Boleh dikatakan oligarkhi memiliki kekuatan hukum dengan
gambaran sebagai suatu kekuatan “hukum besi oligarki”, dimana
pada akhirnya semua sistem politik akhirnya berkembang menjadi
oligarki. Dengan program kerja disertai metode unggulan yang
systematis, terstruktur dan terorganisir sedemikian rupa
sehingga mereka akan dengan mudah mendapatkan apa yang
diinginkan. Diantara contoh kekuasaan oligarkhi seperti dalam
system demokrasi, paham ini yang menggunakan kekayaan mereka
untuk membeli ataupun setidak-tidaknya mempengaruhi pejabat
terpilih (Indikasi Money Politik), terutama para oknum yang
bermental dengan mental Pelacur.

Sementara dalam system monarki, oligarkhi menggunakan kekuatan
militer atau kekayaan mereka untuk mempengaruhi penguasa baik
itu sang Raja ataupun sang Ratu. Secara umum, para pemimpin
oligarkhi bekerja untuk membangun kekuatan mereka sendiri
dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Merujuk pada uraian definisi dan tentang system kerja ataupun
kinerja oligarkhi sebagaimana diatas, dalam konteks persoalan
menyangkut tentang polemik angkutan Batubara yang terjadi di
Provinsi Jambi tidak menutup kemungkinan merupakan suatu
signalement bahwa Pemerintahan, khususnya di Provinsi Jambi
telah takluk tunduk berada dibawah naungan bendera hitam
ataupun berada dalam cengkraman kekuasaan oligarkhi.

Dimana gambaran ataupun Ilustrasi ketidak pedulian terhadap
kepentingan dan kebutuhan masyarakat jelas tergambar dengan
berlarut-larutnya penyelesaian masalah yang menyangkut hajat
hidup orang banyak, yang seakan-akan Pemerintahan Provinsi
Jambi tidak lagi memiliki otoritas kekuasaan pemerintahan,
seperti kebijakan Gubernur Jambi yang membuat kebijakan
mengatur sistematis waktu angkutan batubara pada waktu



tertentu yaitu dari Pukul 18.00 Waktu Indonesia bagian Barat
sampal dengan Pukul 06.00 WIB bahkan dengan membuat kebijakan
menutup kegiatan operasional pertambangan batubara yang
dihentikan sementara waktu, kemudian setelah 1itu lantas
kembali dibuka sendiri dengan alasan menyangkut tentang
kemanusiaan.

Sampai dengan menemukan fakta Ulapangan bahwa kebijakan
Gubernur itu sendiri tidak ditaati oleh sejumlah pemegang Izin
Usaha Pertambangan Batubara, suatu kebijakan yang terkesan
seperti tindakan anak kecil yang membutuhkan perhatian orang
tua agar diberikan mainan yang menyenangkan hatinya. Dari
perspective hukum perizinan dan perspective Hukum Tata Negara
maupun Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, Hukum
Pajak serta tentang Kebijakan Publik (Publik Policy).

Kebijakan yang ditenggarai tidak sesuai dengan norma dan
kaidah hukum yang berlaku diawali dengan kebijakan
memberlakukan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor
1448/SE/DISHUB-3.1/XI1/2021 tentang Penggunaan Jalan Publik
untuk angkutan Batubara, TBS, Cangkang, CPO, dan Pinang antar
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi (Kab. Bungo, Tebo,
Sarolangun, Merangin, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Barat
dan Kota Jambi.

Ironisnya nominator Surat Edaran itu sendiri terkesan
merupakan kebijakan yang bersifat Diskriminatif dan perlu
dikaji lebih lanjut menyangkut tentang indikator jenis Sumber
Daya Alam yang menjadi obyek SE tersebut, dengan memasukan
TBS, Cangkang, CPO, dan Pinang yang selama ini tidak pernah
berpolemik sama sekali dan serta Surat Edaran tersebut sama
sekali tidak menyebut-nyebut tentang kegiatan ekspedisi
lainnya yang juga terdapat di wilayah hukum ataupun otoritas



pemerintahan Provinsi Jambi. Ketentuan itu sendiri secara
normatif pada bagian tertentu dapat dipandang sebagai
pelaksanaan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan.
Sepertinya oknum mesin produksi dari Edaran tersebut tidak
mengerti bahwa secara normatif orang tidak dapat dihukum atas
perbuatan yang tidak dilakukannya.

Kenyataannya Pelaksanaan daripada Surat Edaran itu sendiri
hanya mampu menjadi bahan perbincangan diskusi warung kopi
pinggir jalan (K-5) dengan topik utama tentang bagaimana buas
dan ganasnya angkutan batubara mencederai hak-hak masyarakat
khususnya di wilayah Provinsi Jambi dengan segala macam dampak
sosialnya yang terjadi.

Tidak hanya sebatas itu sejumlah kebijakan lainnya pun diambil
oleh yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar atas masalah
tersebut sampai dengan terakhir berusaha terwujudnya jalan
khusus jalan khusus bagi kalangan khusus, yang sadar atau
tidak disadarinya terkesan telah menjebak dirinya sendiri
terbelenggu di dalam kekuasaan yang dipandang sebagai
kekuasaan oligarkhi, dimana yang bersangkutan terkesan telah
dengan sengaja melakukan kebijakan yang merubah tatanan
Hierarki Hukum yang berlaku dengan adanya kebijakan tersebut
(SE) mampu mengesampingkan ataupun membuat sama sekali tidak
dapat diberlakukan ketentuan Peraturan perundang-undangan
sebagaimana mestinya ketentuan yang lebih tinggi dan benar-
benar merupakan bagian daripada Hierarki Hukum yang syah.

Membuat tidak berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dengan salah satunya amanat Pasal 5
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 tahun 2012 tentang
Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, yang diikuti
dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2013



tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara. Walaupun yang
bersangkutan menggunakan alasan Diskresi akan tetapi bukan
berarti bisa sesuka hati mengambil kebijakan yang bermuara
pada sejumlah ketentuan Kkonstitusional dari berbagai
perspective hukum yang berlaku; antara lain Hukum Perizinan
dan lain sebagainya.

Secara normatif Diskresi atau povier discrectionnaire atau
freies ermessen digunakan ketika ada suatu kejadian atau
peristiwa penting dan yang mendesak, akan tetapi belum ada
peraturan pemerintah yang mengatur maka lembaga negara terkait
dapat mengeluarkan peraturan atau melakukan tindakan agar
permasalahan tersebut dapat teratasi.

Walau secara teoritis “Bahasan Mustafa” mendefinisikan bahwa
diskresi (freies ermessen) diberikan kepada pemerintah
mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara, yakni
menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi
kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk.
Keputusan pemerintah dalam konteks ini lebih mengutamakan
pencapaian tujuan atau sasarannya (doelmatigheid) daripada
sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid) sebagai
wujudnyata daripada campur dalam Kkegiatan sosial guna
melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.

Berikut tujuan diskresi yang diatur dalam Amanat Pasal 22
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan mengatur tujuan daripada Diskresi, antara lain
untuk Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, Mengisi
kekosongan hukum, Memberikan kepastian hokum, Mengatasi
stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan
dan kepentingan umum.



Walaupun Pemerintah memiliki hak dan kewenangan memanfaatkan
asas diskresi akan tetapi sebagaimana yang telah diatur dengan
ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi
Pemerintahan, akan tetapi Pemerintah tidak dapat dengan secara
sembarangan dalam mempergunakannya dan harus memenuhi beberapa
unsur-unsur freis ermessen dalam suatu negara hukum, yang
menurut pendapat Sjahran Basah, antara lain: Ditujukan untuk
menjalankan tugas-tugas pelayanan umum (Publik Services).

Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara,
sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum, sikap atau tindakan
diambil atas inisiatif sendiri, sikap tindak itu dimaksukan
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul
secara tiba-tiba serta yang terakhir merupakan suatu sikap
yang paling mendasar di negara Pancasila yaitu sikap ataupun
tindakan itu dapat dipertanggungjawab baik secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum dan dihadapan
masyarakat negara penganut paham Demokrasi.

Untuk itu negara secara Konstitusional telah mengatur prosedur
penggunaannya sebagaimana ketentuan Pasal 26 dan tentang
segala akibat penggunaan Diskresi sebagaimana amanat Pasal 30
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, yang secara systematis memiliki korelasi
(hubungan) dengan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), (3)
ketentuan Undang-Undang dimaksud.

Suatu ketentuan yang mengatur bahwa dengan diskresi bukan
berarti Pemerintah menjadi sosok yang kebal Hukum, sebab
karena ketentuan tersebut mengatur kategori diskresi melampauil
wewenang apabila bertindak melampaui batas waktu berlakunya



wewenang yang diberikan, dan serta bertindak melampaui batas
wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan/atau tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, maka akibat hukum
dari penggunaan Diskresi yang dimaksud sebagaimana ketentuan
diatas (pada ayat 1) menjadi tidak sah.

Tidak menutup kemungkinan sikap dan tindakan yang bersangkutan
merupakan wupaya muncul dan mencuatnya pertanyaan dari
masyarakat menyangkut Dana Jaminan Reklamasi sebagaimana yang
telah diatur dengan ketentuan Pasal 1 angka (26) Undang-Undang
Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara, yang
secara spesifik diatur dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor : 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang di
mana merupakan ketentuan yang mengatur tentang hal atau
persoalan Reklamasi dan Pasca Tambang sebelum disyahkannya
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
Batubara.

Ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020
dimaksud mengatur bahwa bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib
menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau
dana jaminan Pasca tambang, dengan ketentuan tentang besaran
dan mekanisme penyerahannya sebagaimana diatur dengan
ketentuan Pasal 99 Undang-Undang dimaksud.

Merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Dr.
Mohammad Mahfud MD., SH, SU di Jakarta, dalam acara Orasi
Kebangsaan Vox Point Indonesia pada Selasa 31 Juli 2018 yang
lalu seperti yang dilansir oleh beberapa media massa, dengan
narasi kalimat “Kalau di Indonesia korupsi pertambangan saja
bisa dihapus dan sektor tambang bisa dikelola profesional,



maka setiap kepala per orang bisa dapat uang Rp20 juta
gratis”.

Mungkin saja ungkapan tersebut sebagai suatu signalement
tentang Indikasi Tindak Pidana Korupsi menyangkut Dana Jaminan
Reklamasi dan Pasca Tambang, pemasukan Kas Negara yang
bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana yang
telah diatur dengan beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah,
antara lain seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1998
tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku di pada Departemen Pertambangan dan di Energi
Pertambangan Umum.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut Diubah dengan
PP No. 13 Tahun 2000 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen
Pertambangan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum dan
kemudian kembali dicabut dengan PP No. 45 tahun 2003 tentang
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral dan
terakhir kembali dicabut dengan PP No. 9 tahun 2012” yang
dimaksud.

Kiranya merupakan suatu pernyataan dari Penyelenggara Negara
yang diarahkan kepada pihak berkompeten untuk melakukan
penertiban dengan proses pelaksanaan penegakan hukum (Law
Enforcement) dengan maksud dan tujuan tidak hanya sebatas agar
pihak Pemerintah tidak terbelenggu dengan praktek paham
oligarkhi dan yang teramat sangat terpenting adalah bagaimana
Pemerintah dapat mewujud nyatakan wujud dan serta bentuk
campur tangan Pemerintah mencapai tujuan negara dan/atau



intisari cita — cita bangsa sebagali negara berdaulat yang
menganut paham negara kesejahteraan (Welfare Staat).

Suatu tatanan pemerintahan yang Bersih Bebas daripada Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme yang memiliki dapat atau sanggup berdiri
diatas kakinya sendiri, berwibawa, dengan harkat dan martabat
sesual dengan peradaban bangsa yang Berketuhanan Yang Maha
Esa, Pemerintahan yang mengerti dan memahami arti Proklamasi
dan Pembukaan (Preumble) UUD'45.

Tentunya suatu Pemerintahan yang benar-benar memahami dan
mengerti serta melaksanakan norma dan kaidah yang berlaku pada
negara hukum (Recht Staat), atau Pemerintahan yang tidak
sesuka hati mempraktekan pandangan “Kekuasaan adalah Aku
(Power 1is Me)” yang dapat dengan sesuka hati melakukan
menyalahgunakan hak dan kewenangan yang melekat pada kedudukan
dan jabatan (Abuse of Power) atau yang lebih dikenal dengan
praktek pada negara-negara yang menganut paham Negara
Kekuasaan (Macht Staat) yang dijalankan dengan kehendak
individu ataupun personal yang mengklaim dirinya sebagai kaum
ataupun sosok Hight Class pemegang kekuasaan (Scope of Power
and Domain of Power).

Kalaupun ada dalih negara hukum itu hanya sekedar suatu
labling atau sebatas dalih semata, kekuasaan dilakukan dengan
dalih hak (Right), akan selalu ada dalih untuk suatu
pembenaran bahkan kalau perlu siap menciptakan kambing hitam
untuk sebuah kegagalan. serta tidak menutup kemungkinan adanya
atau akan melahir pandangan Negara adalah aku (Nations is Me)
atau kekuasaan Negara adalah kekuasaanku”.



Suatu ungkapan yang mendorong aktivitas pihak berkompeten
untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan kaidah dan
norma Persamaan Hak dan Kedudukan dihadapan Hukum (Equality
before the Law) dengan melakukan pencegahan sedini mungkin
agat tidak terlahir pandangan sebagaimana diatas. Upaya yang
dilaksanakan sepenuhnya dengan melakukan penertiban perizinan
menyangkut pertambangan yang telah pernah diterbitkan dan
diberikan oleh pihak-pihak berkompeten pada massa kekuasaannya
masing-masing.

Seperti untuk Provinsi Jambi yang berdasarkan data yang
berasal dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) per
Desember 2016 terdapat 398 Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Mineral Batubara, uniknya dari data sebagaimana release KPK
dapat diketahui bahwa dari akumulasi IUP tersebut terdapat 199
Kasus IUP itu sendiri, atau setara dengan separuh atau sebesar
50 % (Lima Puluh Persen) bermasalah, dengan penegasan sebutan
menggunakan kata-kata“Kasus”. Menurut KBBI Kata tersebut
memiliki arti keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau
perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan
seseorang atau suatu hal, soal, perkara, yang berarti telah
terjadi Perbuatan Melawan Hukum.

Sepertinya persoalan yang diungkap dengan kalimat 199 Kasus
ditenggarai bukan merupakan satu-satunya topik persoalan
perampasan kekayaan negara ataupun hak-hak warga negara untuk
menikmati indahnya alam kemerdekaan sebagaimana yang tertuang
pada Proklamasi dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
tidak menutup kemungkinan bahwa telah terjadi perbuatan
ataupun atau kegiatan pertambangan batubara illegal (Illegal
Mining) di Kawasan Kecamatan Sungai Gelam atau pada Kawasan
Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana isu-isu yang tengah
berkembang di tengah-tengah masyarakat.



Tepatnya di Kawasan Kecamatan Sungai Gelam, terdapat beberapa
titik tambang Batubara yang tidak memiliki izin sebagaimana
mestinya (Illegal Mining) atau suatu kegiatan wusaha
pertambangan tanpa izin yang dikelola secara konsorsium oleh
sejumlah kalangan tertentu dan memiliki kebesaran ataupun
popularitas di tengah-tengah masyarakat bahkan seperti artis
ternama bahkan issue tentang Illegal Mining tersebut telah
viral di dunia maya seperti yang di release oleh akun
Instagram.

Mengingat bahwa Informasi yang dan dilansir di dunia
Informatika adalah merupakan suatu Laporan yang bersifat
terbuka dan secara yuridis perkara dimaksud bukanlah merupakan
delik aduan, maka demi untuk menjaga ketertiban umum dan demi
mencapai tujuan negara serta demi mewujudkan intisari cita-
cita bangsa, maka tak ada pilihan lain atau jalan satu-satunya
Pemerintah dalam hal ini pihak Yudikatif harus berani tegas
dan jujur untuk melakukan upaya penegakan hokum, sekalipun
proses itu sendiri adanya praktek ataupun keberadaan Ali Baba
ataupun para oknum pemegang Prinsip Aji Mumpung, mumpung ada
kesempatan, mumpung masih berkuasa, baik sebagai pelaku
langsung maupun sebagai pelaku tidak langsung atau katakanlah
semacam pelaku perlindungan, tentunya dengan imbalan tertentu,
misalnya dengan memanfaatkan kewajiban pajak sebagai
penghasilan jasa kekeluargaan ataupun sebagai balas jasa
kekerabatan dan kedekatan.

Apapun alasannya jika perbuatan itu benar-benar terjadi
dan/atau terbukti secara syah dan meyakinkan di hadapan hokum
artinya perbuatan tersebut adalah suatu tindakan yang telah
sengaja dilakukan dan diketahui serta disadari bertentangan
dengan kaidah dan norma hukum yang mengatur barang siapa yang



melindungi sesuatu kejahatan sesungguhnya dia bagian dari
kejahatan itu.

Agar issue dan fakta hukum sebagaimana data dari Kementerian
Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pernyataan dari
Menkopolhukam (Mahfud MD) sebagaimana diatas benar-benar dapat
membuktikan bahwa negara ini adalah benar-benar negara yang
berstatus negara hukum, jangan sampai nantinya masyarakat akan
menilai bahwa fakta-fakta tersebut hanya sebagai sebuah alunan
simfoni hitamnya kegelapan penyelenggaraan pemanfaatan dan
pengelolaan kekayaan negara, ataupun dengan penilaian yang
sudah lazim menyebutkan hukum tajam kebawah tajam keatas.

Hanyalah sebagai sebuah hembusan angin malam pengantar
lelapnya tidur masyarakat, yang terbuai dalam mimpi indah
tentang kesejahteraan yang memang tak pernah indah, terutama
dalam hal-hal yang menyangkut tentang issue-issue penjarahan
terhadap kekayaan negara tersebut dan serta untuk menjamin
hak-hak masyarakat wuntuk dapat menikmati kemerdekaan
sebagaimana mestinya sesual dengan amanat konstitusional,
supaya tidak hilang tenggelam dalam kegelapan suatu system
penegakan hukum dan penyelenggaraan negara yang hanya bak
seperti Teka Teki Silang (TTS) tanpa jawaban akan kepastian
hukum.

Mantan Juara SEA Games Karate
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AKBP Fitria Mega, M. Psi, Psi
Latihan Bersama Atlet Tebo

Tebo, Jambi — Kapolres Tebo Provinsi Jambi AKBP Fitria Mega,
M. Psi, Psi, mantan juara Satu SEA GAMES Karate di Brunei
Darussalam tahun 1999 latihan bersama Atlet Tebo, Minggu
(27/11/2022) .

Disela kesibukannya sebagai Kapolres, AKBP Fitria menyempatkan
dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam dunia olahraga di
tempat ia bekerja.

Dalam unggahan status WhatsApp, terlihat AKBP Fitria sedang
berolah raga bersama anak didik karate, dengan memberikan
tehnik-tehnik gerakan Karate yang ia kuasal.

“Poles-poles sedikit Atlet Forki Tebo yang akan ikut Kejurprov
Jambi,” tulis AKBP fitria dalam statusnya.

Saat dikonfirmasi AKBP Fitria Mega mengatakan, sangat
mengapresiasi antusias anak-anak dan orang tua untuk mengisi
kegiatan positif dengan karate sekaligus memberikan pesan
Kamtibmas.

“Saya ikut berpartisipasi membagi ilmu tehnik Karate yang juga
sebagai wadah dalam memberikan pesan-pesan Kamtibmas,”
ucapnya.

Mantan Juara Satu SEA GAMES di Brunei Darussalam tersebut
berharap anak-anak tersebut bisa menjadi Atlet vyang
professional.

“Harapan saya anak-anak ini bisa menjadi Atlet karate Tebo
yang profesional dan juga tetap berprestasi di pendidikan
sekolah,” imbuhnya.


https://suaralugas.com/mantan-juara-sea-games-karate-akbp-fitria-mega-m-psi-psi-latihan-bersama-atlet-tebo/
https://suaralugas.com/mantan-juara-sea-games-karate-akbp-fitria-mega-m-psi-psi-latihan-bersama-atlet-tebo/

Sampal Saat Ini Pihak Polres
Tebo Belum Berikan Hasil
Pemeriksaan Izin Usaha Angkut
BBM

Tebo, Jambi — Sejak diterbitkannya berita mengenai kegiatan
langsir Bahan Bakar Minyak (BBM) salah satunya oleh kelompok
tani madu di SPBU Sungai Bengkal (06/09) yang mengangkut BBM
hingga kurang lebih 4 Ton, sampai saat ini pihak Polres Tebo
belum memberikan hasil pemeriksaan izin usaha hilir yang
dimiliki kelompok tani tersebut, Minggu (02/10/2022).

Kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tertuang dalam
Undang-undang Minyak dan gas merupakan kegiatan usaha hilir
yang harus memiliki izin dalam kegiatannya.

Terkait hal itu, hingga saat ini, awak media belum mendapatkan
hasil pemeriksaan.

Padahal, Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi.

Berwenang, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga
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melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi
atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi.

Terkait permasalahan tersebut, Kasat Reskrim Tebo AKP Rezka
mengatakan, kalau tidak salah kelompok tani madu tidak ada
izin usaha pengangkutan BBM.

n

“Kalau tidak salah tidak ada izinnya,” ucapnya.

Ia menambahkan, ada perubahan pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang sudah
disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi)
tanggal 2 November 2020.

Diundangkan tanggal 2 November 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM
Yasonna H Laoly. Masuk Lembaran Negara Tahun 2020 No 245.

Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut: Setiap
orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hiiir tanpa Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud

“Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian
usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah
Pusat,” ucap Kasatreskrim Tebo.

Terkait sanksi administratif, 1a menyebutkan akan
berkoordinasi dulu dengan pihak BPH Migas.

Berita yang sudah diterbitkan awak media ini sebelumnya,
Manager SPBU mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan bukanlah
dari pihak perusahaan, namun kelompok tani madu.

“Itu bukan untuk perusahaan, tetapi untuk kelompok tani madu
bengkal atau gultom, kalau untuk muatan hingga 10 ton itu
tidak benar, dia hanya membawa kurang lebih 4 ton,” ujarnya.



Menurutnya, kalau pembelian BBM jenis dexlite yang tidak
bersubsidi itu boleh dilakukan oleh siapa saja, tidak ada
aturan yang melarang.

“Aturan pembelian menggunakan drum juga tidak ada,” ujarnya.

Sedangkan, Pasal 53 UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi,
pengangukutan tanpa izin usaha Pengangkutan dipidana penjara
paling lama 4 Tahun dan denda paling tinggi 40 Milyar.

Kapolsek Tebo Ulu Iptu Minarno mengatakan, belum mengetahui
kelompok tani itu sudah memiliki izin atau belum.

“Terkait izin pengangkutan itu belum kami ketahui, dan akan
melakukan penyidikan atas 1izinnya. Dan yang melakukan
penyidikan adalah pihak dari polres,” ujarnya. (Red)



